
 

      

 

 

 

WALIKOTA SUNGAI PENUH 

PROVINSI JAMBI 
 

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH 

NOMOR 14 TAHUN 2023 

TENTANG 

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK 

 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SUNGAI PENUH, 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 
Tahun Anggaran  2024 agar dapat disusun dengan kerangka 

pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran, maka 
Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu membuat Analisis 

Standar Belanja Fisik Tahun Anggaran 2024; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a  perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai 

Penuh tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah 
Kota Sungai Penuh Tahun 2024; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4871); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 

 

 
 



 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Tahun 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi  

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan; 

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah Tahun 2023 Nomor 2 (Lembaran Daerah 
Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor2); 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan    : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG ANALISIS 
STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH KOTA SUNGAI 

PENUH TAHUN 2024.  
   
    

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 

3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Sungai 
Penuh. 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 

Sungai Penuh. 

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TAPD 
adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh. 



 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah Perencanaan dan Penganggaran yang berisi 
program kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sungai 

Penuh. 

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan 

dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran. 
 

9. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah 
penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang akan digunakan untuk 

melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Perangkat 
Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. 

 
 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

Penyusunan ASB Fisik dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan 
penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan 

dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui 
standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama 
kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah. 

 
 

Pasal 3 
 

Penerapan ASB Fisik bertujuan untuk: 
a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 

b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan 
inefisiensi anggaran; 

c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah; 
dan 

d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas.  

 
 

BAB III 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 4 
 

Ruang lingkup ASB Fisik terdiri dari: 
a. jenis analisis standar belanja;  

b. komponen analisis standar belanja; 
 

c. penggunaan analisis standar belanja; dan 
 

d. pengendalian dan pengawasan. 
 

Pasal 5 

(1) Analisis Standar Belanja Fisik disusun oleh Dinas Perumahan Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang.  

(2) Rincian Analisis Standar Belanja Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran Perauran Walikota ini. 

 

 

 



 

BAB V 

KOMPONEN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK 
 

 

Pasal 6 
 

Komponen ASB Fisik terdiri dari: 

a. deskripsi; 
 

b. pengendalian belanja; 
 

c. satuan pengendali belanja tetap; dan 
 

d. satuan pengendali belanja variabel. 

 
 

Pasal 7 
 

 

(1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan 
penjelasan dari Analisis Standar Belanja Fisik yang ada, termasuk 

menjelaskan rentang waktu penggunaan Analisis Standar Belanja untuk 
masing-masing kegiatan. 

 

(2) Pengendalian Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 

merupakan faktor yang memicu belanja/biaya menjadi besar kecilnya belanja 
dari suatu kegiatan. 

 

(3) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 
c merupakan nilai tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan. 

 

(4) Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dmaksud dalam Pasal 6 
huruf d merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan 
volume/target kinerja suatu kegiatan. 

 
 

BAB VI 
PENGUNAAN ANALISIS STANDAR BELANJA 

 

Pasal 8 
 

(1) Analisis Standar Belanja Fisik dipergunakan untuk menentukan besaran 
biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD. 

 

(2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau 
disertakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan 
nomenklatur Analisis Standar Belanja Fisik kegiatan yang distandarisaikan. 

 
 
 

BAB VII 
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

 

 

Pasal 9 
 

(1) Pengendalian terhadap penerapan ASB Fisik dalam rangka penyusunan RKA-
SKPD Pemerintah Kota Sungai Penuh dilakukan oleh Kepala Perangkat 

Daerah. 
 

(2) Dalam hal terdapat kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam 
Peraturan Walikota ini, maka dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil 

dengan memperhatikan komponen barang/jasa serta alokasi rincian objek 
belanja kegiatan yang di standarisasikan dan telah mendapat persetujuan dari 

TAPD. 
 

Pasal 10 
 

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB Fisik dilakukan oleh Inspektorat 
Pemerintah Kota Sungai Penuh. 
 

 

 



 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 11 
 
 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh. 

    
Ditetap di Sungai Penuh 

    pada tanggal 19 Mei 2023 
     

    WALIKOTA SUNGAI PENUH, 
 

ttd 
 

             AHMADI ZUBIR 

 
Diundangkan di Sungai Penuh 

pada tanggal 19 Mei 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SUNGAI PENUH 

 
 
 

 
ALPIAN 
 

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 14 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

Setda Kota Sungai Penuh, 
 

 

 
 

ZAHIRMAN, S.H, M.H. 

Pembina Tk I 

NIP. 19730115 200604 1 006 
 


